
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Landasan Teori 

1.1.1 Pajak 

1.1.1.1 Pengertian pajak 

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu 

sendiri, menurut Mardiasmo (2018:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Waluyo 

(2019:2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.  

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip 

mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada 

penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.  

b. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.  

c. Dapat dipaksakan.  

d. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.  



Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara 

langsung dapat ditunjuk. 

1.1.1.2 Fungsi pajak 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara.Pada 

dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin 

negara dan melaksanakan pembangunan.Pajak merupakan sumber penerimaan 

Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2018:1) yaitu : 

a. Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.  

b. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

contohnya :  

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras.  

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif.  

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

 



1.1.1.3 Pengelompokan Pajak 

Pengelompokan pajak adalah pembayaran pajak dilakukan kepada pihak 

lain pada kondisi tertentu. Pengelompokan pajak ada tiga menurut Mardiasmo 

(2018:5), yaitu:  

a. Menurut Golongannya  

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : 

Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yatu pajak yang pada akhirnya dapat berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya  

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : 

Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

c. Menurut Lembaga Pemungutnya  

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contoh : Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, dan Bea Materai.  



b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 

atas : 

1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajk Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan. 

1.1.1.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak  

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni 

setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.Menurut Mardiasmo (2018:3-4) 

teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain: 

a) Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 

rakyatnya.Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 

sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan 

tersebut. 

b) Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang.Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

 

 



c) Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu: 

1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang.  

2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi.  

d) Teori Bakti  

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya.Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e) Teori Asas Daya Beli  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

1.1.1.5 Syarat dan Asas Pemungutan Pajak 

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam 

setiap aktivitas pemungutan pajak.Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo 

(2018:2), yaitu:  

 



a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warga negaranya. 

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)  

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 



Asas perpajakan sendiri merupakan dasardan pedoman yang digunakan 

oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak.Asas 

pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:7), antara lain:  

1. Asas domisi 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak 

yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun luar negeri.Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam 

Negara. 

2. Asas Sumber  

Negara  berhak mengenalkan pajak atas penghasilan yang bersumber 

diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

3. Asas Kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 

1.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk 

menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada 

negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak 

yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Menurut Mardiasmo (2018:7) 

terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu: 

a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 



1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif.  

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang.  

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang menurut Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan 

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus 

dan Wajib Pajak. 

1.1.2 Pajak Hotel 

1.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel 

Menurut Peraturan Dearah Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 10 Tahun 

2010 hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa 



terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan 

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak 

Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang 

dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 

sepuluh. 

Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau 

kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan 

kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih 

dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel (Mardiasmo, 2018:11). 

Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis 

pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau 

kota yang bersangkutan. 

1.1.2.2 Dasar Pemungutan Pajak Hotel 

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 



yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/kota 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

3. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel. 

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai 

aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada 

kabupaten/kota dimaksud. 

1.1.2.3 Objek Pajak Hotel 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 

hiburan.Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, 

facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan 

fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Menurut Peraturan 

Dearah Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 10 Tahun 2010 objek Pajak adalah 

pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa 

penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 



 

 

1.1.2.4 Bukan Objek Pajak Hotel 

Menurut Peraturan Dearah Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 10 Tahun 

2010 tentang “Bukan Objek Pajak Hotel”. 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah. 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. 

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan  

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel 

yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

Menurut Siahaan (2017:57), pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang 

diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang 

tidak termasuk objek pajak, yaitu hal-hal di bawah ini. 

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat 

atau pemerintah daerah. 

2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian 

apartemen, kondominium, dam sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. 

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis. 



5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

1.1.2.5 DasarPengenaan, Tarif, dan Cara PerhitunganPajak Hotel 

Menurut Siahaan (2017:59), dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel 

ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Besarnya pokok pajak hotel yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan 

pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

1.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak Hotel 

Menurut Siahaan (2017:60),dalam praktek pemungutan pajak hotel 

menggunakan dua sistem yaitu : 

1. Sistem langsung 

Sistem langsung yaitu wajib pajak langsung membayar pajak ke Bendahara 

Khusus Pemerintah (BKP) dinas pendapatan daerah dan kemudian Bendahara 

Khusus Pemerintah menyerahkan ke Bank Pembangunan (BPD) Daerah 

sebagai pemegang kas daerah. 

2. Sistem Tidak Langsung.  

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak 

 
Dasar pengenaan pajak= Jumlah Pembayaran Sewa Yang Harus 

Dibayarkan kepada Hotel 

 

http://materiku94.blogspot.co.id/2016/01/makalah-pajak-hotel.html


Sistem tidak langsung yaitu tugas pungut dinas pendapatan daerah memungut 

pajak ke tempat wajib pajak berada kemudian menyertakan ke Bendahara 

Khusus Pemerintah (BKP) pendapatan daerah dan diteruskan ke Bank 

Pembangunan Daerah (BPD). 

2.1.2.7 Potensi dan Hambatan Pajak Hotel 

MenurutSiahaan (2017:59) potensi merupakan daya, kemampun atau 

kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang 

pantas diterima pada keadaan seratus persen. Potensi pajak lebih besar daripada 

target yang ingin dicapai, apabila penerimaan pajak dapat mendekati target, maka 

pajak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pajak yang efektif dan efisien, 

nberrti pajak tersebut sudah termasuk pajak dalam kategori pajak yang 

mempunyai potensi. Berarti target pajak tersebut masih dapat ditingkatkan. 

Dalam peningkatan suatu target untuk mendekati potensi yang ada, maka 

perlu juga diadakan pembenahan baik sarana maupun prasarana obyek pajak 

tersebut, dalam hal ini adalah hotel atau dengan adanya pembangunan sarana yang 

baru sehingga obyek pajak semakin meningkat dan potensi juga semakin 

meningkat. Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan adalah suatu kejadian 

atau keadaan yang menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang sedang 

dijalankan.Dalam hubungannya dengan perpajakan maka hambatan yang terjadi 

adalah pada masalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak, tenaga pemungut, 

peraturan-peraturan dan faktor-faktor lain yang ada (Mardiasmo, 2018:23). 

 

 



 

 

2.1.2.8 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Hotel 

A. Jumlah Wisatawan 

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, 

berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-

tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Organisasi Wisata Dunia (WTO), 

menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. 

Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke 

sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 

enam bulan di tempat tersebut (Siahaan, 2017:59). 

Menurut pandangan psikologi, wisata adalah sebuah sarana memanfaatkan 

waktu luang untuk menghilangkan tekanan kejiwaan akibat pekerjaan yang 

melelahkan dan kejenuhan.Adapun ilmu sosiologi menilai pariwisata sebagai 

rangkaian hubungan yang dijalin oleh pelancong yang bermukim sementara di 

suatu tempat dengan penduduk local (Mardiasmo, 2018:65). 

Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan (Karyono, 

2016:21) : 

1. Wisatawan lokal (local tourist), yaitu wistawan yang melakukan 

perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri. 

2. Wisatawan mancanegara (international tourist), yaitu wisatawan yang 

mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang bersal dari luar 

negeri. 



3. Holiday tourist adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah 

tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur. 

4. Business tourist adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata 

dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi. 

5. Common interest tourist adalah wisatawan yang bepergian ke daerah 

tujuan wisata dengan tujuan Khusus seperti studi ilmu pengetahuan, 

mengunjungi sanak keluarga atau untuk berobat dan lain-lain. 

6. Individual tourist adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan 

wisata secara sendiri-sendiri. 

7. Group tourist adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata 

secara bersama-sama atau berkelompok. 

B. Jenis Hotel 

Hotel dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan 

untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut : 

1. Jasa penginapan 

2. Pelayanan makanan dan minuman 

3. Pelayanan barang bawaan 

4. Pencucian pakaian 

5. Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya 

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau 

sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2018:67). Berdasarkan hal tersebut, 

dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan 

menjadi: 

http://materiku94.blogspot.co.id/2016/01/makalah-pajak-hotel.html


 

 

1. City Hotel 

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat 

yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek).City 

Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para 

pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang 

disediakan oleh hotel tersebut. 

2. Residential Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pinngiran kota besar yang jauh dari keramaian 

kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini 

berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi 

masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama.Dengan sendirinya 

hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk 

seluruh anggota keluarga. 

3. Resort Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau di tepi 

pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai.Hotel seperti ini 

terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari 

libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi. 

4. Motel (Motor Hotel) 

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang 

menghubungan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan 



raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini 

diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang 

melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil 

sendiri.Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil 

jumlah hotel. 

C. Tingkat Hunian Hotel 

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana 

jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang 

mampu untuk dijual (Hanggara, 2019:89).Dengan tersedianya kamar hotel yang 

memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih 

jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri pariwisata 

terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan 

memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut 

semakin lama menginap (Rudi, 2018:90). 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Menurut Senduk, Monica dkk (2020) melakukan penelitian tentang 

Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Hotel Whiz 

Prime Manado. Jenis penelitian ini adalah deskriptif.Berdasarkan hasil analisis 

bahwa perhitungan pajak hotel dan pajak restoran yang diterapkan di Hotel Whiz 

Prime Megamas Manado sudah sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah. Hal ini terlihat dari perhitungan pajak hotel Whiz Prime Megamas 

Manado dari bulan Mei 2019 - Juli 2019 yang sudah menerapkan pajak hotel 

sebesar 10% dan pajak restoran sebesar 10%, sehingga dapat di simpulkan bahwa 



perhitungan pajak yang diterapkan oleh pihak Hotel Whiz Prime Megamas 

Manado sudah sesuai dengan Peraturan Daerah kota Manado tentang Pajak 

Daerah dan tidak di temukan kekeliruan dalam perhitungannya. Adapun pelaporan 

pajak hotel dan restoran yang dilakukan sudah baik, karena setelah hotel 

menerima pembayaran dari tamu, maka nilai yang dibayarkan akan tersimpan ke 

dalam pelaporan harian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Jika transaksi harian 

mencapai akhir bulan maka.Pada bulan berikutnya wajib pajak harus melakukan 

pembayaran pajaknya melalui formulir Surat Setoran Pajak Daerah. Selanjutnya 

menyetorkan uang pajak hotel bersamaan dengan pajak restoran ke kas 

pemerintah dan akan di berikan surat tanda terima setoran atau Surat Tanda 

Terima Setoran sebagai bukti pembayaran dan pengawasan. 

MenurutKumaat, dkk (2017) melakukan penelitian tentang Analisis 

Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Hotel (Studi Pada Dispenda Bitung Dan 

Dispenda Manado). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan di dinas pendapatan 

daerah kota Bitung dan di dinas pendapatan daerah kota Manado, di dapati bahwa 

pencatatan penerimaan pajak hotel kota Bitung yaitu mencatat setiap penerimaan 

pajak yang disetorkan wajib pajak dalam sebuah buku khusus data penerimaan 

pajak hotel dan tidak dibuat jurnal atas transaksi tersebut. Pencatatan penerimaan 

pajak hotel kota Manado yaitu dengan mencatat setiap penerimaan pajak yang 

disetorkan wajib pajak dalam sebuah buku umum data penerimaan pajak daerah 

dan tidak membuat jurnal dalam pencatatan pajak hotel. Berdasarkan penelitian 



yang dilakukan oleh peneliti di dapati bahwa data laporan realisasi anggaran 

penerimaan PAD khususnya pajak hotel, untuk dinas pendapatan daerah kota 

Manado penerimaan pajak hotelnya lebih besar jumlahnya di bandingkan dengan 

penerimaan pajak hotel dinas pendapatan daerah kota Bitung karena jumlah wajib 

pajak hotel kota Manado lebih banyak dari wajib pajak hotel di kota Bitung. 

MenurutMarcellin Dan Wijaya (2019) melakukan penelitian tentang 

Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Hotel Dan Restoran Serta 

Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.Data pada penelitian ini diperoleh 

dari Bapenda Kota Bekasi. Data yang telah diperoleh adalah SPTPD, SSPD, 

Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Target dan Realisasi PAD 

dan bukti pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan 

Pajak Restoran di Kota Bekasi Tahun 2014-2016 memiliki kriteria sangat 

efektif.Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Bekasi 

Tahun 2014-2016 memiliki kriteria kurang untuk Pajak Restoran dan kriteria 

sangat kurang untuk Pajak Hotel. 

 

 

 

 


